Siaran Pers 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Rabu, (26/02/2020)

Moratorium Izin Baru Penyeleggara Umrah Telah Dicabut, Ka.Kanwil :Silakan Ajukan Izin Baru Kebidang PHU
Banjarmasin-Bid.PHU : Kementerian Agama telah mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.
Dengan terbitnya KMA tersebut, masyarakat Kalimantan Selatan kini dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan Noor Fahmi menyatakan bahwa pencabutan moratorium dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak sebagai PPIU. Kebijakan mencabut moratorium ini juga dilandasi telah membaiknya sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah.
 “Sistem perizinan dan pengawasan yang berbasis online sudah siap. Itu juga yang menjadi alasan untuk membuka kembali pemberian izin sebagai PPIU," ujarnya.
Namun, tidak semua masyarakat dapat mengajukan. Pemberian izin baru tidak berlaku bagi PPIU yang telah dicabut izinnya karena mendapat sanksi hukum terkait penyelenggaran umrah dan haji khusus. Izin baru juga tidak bisa diberikan kepada Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus
"Mereka yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan izin. Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak-pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera kepada mereka dan tidak ditiru oleh yg lain," terang Fahmi.
"Kita telah menerima surat dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI agar melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan dicabutnya moratorium ini," sambungnya.
Untuk mendukung pelaksanaan KMA tersebut, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU) sebagai panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. 
“Dengan Kepdirjen ini, pemberian rekomendasi izin yang menjadi kewenangan Kanwil akan dilakukan secara obyektif, transparan, dan terukur,” tegasnya.

Kepdirjen ini mengatur syarat dan prosedur pemberian rekomendasi izin  yaitu ada 17 syarat yang harus dilengkapi oleh BPW yang akan mengajukan permohonan rekomendasi izin.
“Silahkan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan PPIU baru bisa berkonsultasi langsung ke Bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Seksi Bina Umrah dan Haji Khusus di jam kerja melalui PTSP.” Sarannya
Hingga Rabu (26/02/20) sudah ada 8 BPW di Wilayah Kalsel yang berencana membuka izin baru sebagai PPIU dan saat ini dalam tahap pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan. Sementara itu hingga 2 bulan terakhir ada 4 (empat) PPIU-PIHK asli banua yang telah mengajukan perpanjangan/akreditasi  izin operasional dan juga ada 4 PPIU membuka kantor cabang resmi di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru.
“Semua layanan tidak dipungut bayaran.” Pungkasnya.
